PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 43 TAHUN 2006
TENTANG
PERI ZI NAN REAKTOR NUKLI R

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa untuk nel aksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang
Nonor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, perlu mnenetapkan
Per at uran Penerintah tentang Peri zi nan Reaktor Nuklir;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 23,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3676);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERI ZI NAN REAKTOR NUKLI R

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di nraksud dengan:

1. | zin adal ah persetujuan tertulis dalam bentuk dokunen untuk
mel akukan kegiatan tertentu terkait dengan penbangunan,
pengoper asi an, dan dekom si oni ng reaktor nuklir.

2. Reaktor nuklir adalah alat atau instalasi yang dijalankan
dengan bahan bakar nuklir yang dapat nenghasil kan reaksi inti
berantai yang terkendali dan digunakan untuk penbangkitan
daya, atau penelitian, dan/atau produksi radioi sotop.

3. Reakt or daya adal ah reaktor nuklir berupa penbangkit tenaga
nukl i r yang nmenmanf aat kan energi panas untuk penbangkitan daya
bai k untuk kepentingan komersial maupun nonkonersi al .

4. Reakt or nondaya adalah reaktor nuklir yang nemanfaatkan
neutron untuk keperluan penelitian atau penbuatan isotop baik
unt uk kepenti ngan konersi al maupun nonkonersi al

5. Penbangunan adal ah kegi atan yang di nul ai dari penentuan tapak
sanpai dengan penyel esai an konst r uksi .

6. Pengoper asi an adal ah kegi atan yang nencakup kom sioning dan
operasi reaktor nuklir.

7. Eval uasi tapak adalah kegiatan analisis atas setiap sunber

kejadian di tapak dan wlayah sekitarnya vyang dapat
ber pengaruh terhadap kesel amat an reaktor nuklir.

8. Tapak adalah |okasi di daratan yang dipergunakan untuk
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom sioning, satu atau



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
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19.

20.

21.

22.

| ebi h reaktor nuklir beserta sistemterkait |ainnya.
Konstruksi adal ah kegi at an nenbangun reaktor nuklir di tapak
yang sudah ditentukan, rmulai dari persiapan atau pengecoran
pertama pondasi sanpai dengan penmasangan dan penguji an
konponen reaktor beserta sistem penunjang hingga teras
reaktor tersebut siap diisi dengan bahan bakar nuklir.
Kom si oni ng adal ah kegi atan pengujian untuk nenbukti kan bahwa
sistem struktur, dan/atau konmponen reaktor nuklir terpasang
yang dioperasi kan dengan bahan bakar nuklir nmenmenuhi
persyaratan dan kriteria desain.

Operasi adal ah kegi atan operasi reaktor nuklir secara anman
dan sel amat sesuai dengan desai n dan tujuan penanfaat annya.
Dekom sioning adalah suatu kegiatan untuk nenghentikan
beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain
di | akukan pem ndahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor
nuklir, penbongkaran konponen reaktor, dekontam nasi, dan
pengamanan akhir.

Modi f i kasi adal ah setiap upaya yang nengubah sistem
struktur, dan komponen, termasuk pengurangan dan/ at au
penanbahan, yang nenpengar uhi kesel amatan reaktor nuklir.
Penohon adal ah Badan Pel aksana, Badan Usaha M 1lik Negara,
koperasi, atau badan swasta yang berbentuk badan hukum yang
nmengaj ukan pernmohonan izin untuk nelaksanakan kegi atan
penbangunan, pengoperasi an, dan dekoni sioning reaktor nuklir.
Kecel akaan adal ah setiap kejadian yang tidak direncanakan,
termasuk kesal ahan operasi, kerusakan ataupun kegagalan
fungsi alat yang nenjurus tinbulnya danmpak radiasi atau
kondi si paparan radi asi yang nel anpaui bat as kesel amat an.
Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk
memast i kan bahwa tujuan permanfaatan bahan nuklir hanya untuk
maksud damai .

Daftar Informasi Desain adal ah dokumen yang nenuat i nfornmasi

tentang bahan nuklir neliputi bentuk, jum ah, |okasi, dan
alur bahan nuklir yang digunakan, fitur fasilitas vyang
mencakup uraian fasilitas, tata Jletak fasilitas dan

pengungkung, dan prosedur pengendal i an bahan nuklir.

Lanpiran Fasilitas adalah dokunen vyang berisi tentang
keterangan instalasi yang teridentifikasi berkaitan dengan
pengawasan dan pengendal i an bahan nuklir.

Si stem Keamanan Nuklir adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah secara dini ancaman internal dan eksternal terhadap
fasilitas dan bahan nuklir, nendeteksi ancanan secara tepat
waktu serta nenganbil tindakan tanggap yang wajar apabila
muncul ancaman semacamitu, dan mem ni mal kan setiap kerusakan
yang tinbul aki bat kecel akaan.

Pengusaha i nstal asi nukl ir adal ah  badan  hukum yang
bertanggung jawab dalam penbangunan, pengoperasi an, dan
dekom si oni ng reaktor nuklir

| nspeksi adal ah sal ah satu unsur pengawasan dalam arti | uas
dalam rangka nmenjamn ditaatinya syarat-syarat dal am
peri zinan dan peraturan perundangan dibidang kesel amatan,
keamanan, dan Sei fgard selama  kegi at an penbangunan,
pengoper asi an dan dekom si oni ng reaktor nuklir.

Badan Pel aksana adal ah Badan Tenaga Nuklir Nasional.



23. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang sel anj utnya di sebut BAPETEN
adal ah i nstansi yang bertugas nel aksanakan pengawasan rmnel al u
peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegi atan
pemanf aat an tenaga nuklir.

BAB | |
RUANG LI NGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Penerintah ini nengatur perizinan reaktor nuklir
untuk setiap tahap dalam penbangunan, pengoperasian, dan
dekom si oni ng reaktor nuklir.

(2) Perizinan sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak mencakup
peri zi nan instal asi nuklir nonreaktor dan bahan nuklir.

(3) Perizinan instalasi nuklir nonreaktor dan bahan nuklir
sebagai mana di maksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Permerintah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Penerintah ini bertujuan untuk mengatur perizinan
penbangunan, pengoperasi an, dan dekom si oni ng reaktor nuklir dal am
rangka nenjam n kesel amatan dan kesehatan pekerja dan masyar akat
serta perlindungan terhadap |ingkungan hidup, dan keamanan
i nstal asi dan bahan nuklir

BAB 111
PERI ZI NAN
Bagi an Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Reaktor nuklir yang diberikan izin neliputi
a. reakt or daya konersial atau nonkonersial; dan
b. reakt or nondaya konersi al atau nonkonersi al .

(2) Reaktor daya konersial sebagaimana di naksud pada ayat (1)
huruf a, hanya di bangun berdasarkan teknol ogi teruji.

Pasal 5

(1) Penbangunan, pengoperasian, dan dekom sioning reaktor daya
nonkomersial atau nondaya nonkonersial dilaksanakan ol eh
Badan Pel aksana.

(2) Badan Pel aksana sebagai mana di naksud pada ayat (1) dapat
bekerjasanma dengan instansi penerintah |ainnya dan perguruan
tinggi negeri.

(3) Penbangunan, pengoperasian, dan dekom sioning reaktor daya
konersial atau nondaya konersial dilaksanakan oleh Badan
Usaha M 1ik Negara, koperasi, dan/atau badan swast a.

(4) Penbangunan reaktor daya konersial sebagai mana di naksud pada
ayat (3) vyang berupa penbangkit listrik tenaga nuklir,
ditetapkan oleh nenteri yang bertanggung jawab di bidang



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

tenaga listrik setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakil an
Rakyat Republik I ndonesi a.

Pasal 6

Badan Pel aksana, Badan Usaha M| ik Negara, koperasi, dan/atau

badan swast a yang akan nmel aksanakan penbangunan,
pengoper asi an, dan dekom sioning reaktor nuklir sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 5 wajib memliki izin dari Kepala
BAPETEN.

| zin sebagai mana di maksud pada ayat (1) diberikan secara
bertahap, neliputi:

| zi n Tapak;

| zi n Konstruksi ;

| zi n Kom si oni ng;

| zin Operasi; dan

| zi n Dekom si oni ng.

PaOoTY

Pasal 7

| zin sebagai mana di maksud dalam pasal 6 diberikan setel ah

Badan Pel aksana, Badan Usaha M| ik Negara, koperasi, dan/atau

badan swasta nenenuhi persyaratan adm ni strasi dan teknis.

Per syaratan adm ni strasi sebagai mana di naksud pada ayat (1)

mel i puti:

a. bukti penbentukan Badan Pel aksana, Badan Usaha MIik
Negara, koperasi, dan/atau badan swasta; dan

b. izin atau persyaratan |ain sesuai peraturan perundang-
undangan.

Persyaratan teknis sebagai mana dinmaksud pada ayat (1)

meliputi program jam nan mutu dan persyaratan teknis lain

sesuai dengan tahap i zin.

Program jam nan nutu sebagai nana di maksud pada ayat (3)

antara lain neliputi:

a. budaya kesel amat an, peneri ngkatan, dan dokumnent asi ;
b. t anggung j awab manaj enen;

C. manaj enen sunber daya;

d. pel aksanaan proses; dan

e. pengukur an, penilai an dan per bai kan.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai program jam nan mnutu
sebagai mana di maksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Kepal a BAPETEN

Bagi an Kedua
| zin Tapak

Pasal 8

Sebel um nengaj ukan per nohonan izi n tapak sebagai mana di maksud
dal am Pasal 6 ayat (2) huruf a, penohon harus nel aksanakan
kegi at an eval uasi tapak.

Kegi at an eval uasi tapak sebagai mana di naksud pada ayat (1)
di | akukan set el ah nmenmenuhi persyaratan eval uasi tapak

Per syaratan sebagai nana di maksud pada ayat (2) neliputi



(4)

program eval uasi tapak dan program jam nan nutu eval uasi
t apak.

Ketentuan |ebih lanjut nengenai evaluasi tapak sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN

Pasal 9

Unt uk nmendapat kan izin tapak, penpbhon harus nengaj ukan pernohonan
kepada Kepala BAPETEN dengan nel anpirkan dokunen persyaratan
adm ni strasi sebagai nrana di naksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan
dokunen persyaratan teknis sebagai berikut:

aoop

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

| aporan eval uasi tapak;

data utana reaktor nuklir yang akan di bangun;

Daftar | nformasi Desai n pendahul uan; dan

rekaman pel aksanaan program jam nan nmutu eval uasi tapak

Pasal 10

Setel ah neneri ma dokumen pernmohonan izin tapak sebagai mana
di maksud dal am Pasal 9, Kepal a BAPETEN nenberi kan pernyat aan
kel engkapan dokunen dal am jangka waktu paling lama 1 (satu)
bul an.

Dal am hal dokunen sebagai nana di maksud pada ayat (1)
di nyatakan tidak | engkap, Kepal a BAPETEN nengenbal i kan
dokunen tersebut kepada penohon

Dal am hal dokunen sebagai mana dinaksud pada ayat (1)
di nyat akan | engkap, Kepala BAPETEN nel akukan penil ai an
per syaratan adm ni strasi dan teknis.

Peni | aian persyaratan adm nistrasi dan teknis sebagai nana
di maksud pada ayat (3) dil aksanakan dal am jangka waktu pali ng
lama 1 (satu) tahun

Dal am hal dokunmen pernohonan izin tapak sebagai mana di maksud
pada ayat (3) belum nenenuhi persyaratan adm nistrasi
dan/atau teknis, penpbhon harus nenperbai ki dan nenyanpai kan
dokunmen perbai kan kepada Kepal a BAPETEN dal am jangka waktu
paling lama 4 (enpat) tahun sejak dokumen pernohonan i zin
di kenbal i kan kepada penohon

Ji ka penohon bel um nenper bai ki dokunmen per nohonan i zi n sanpai
ber akhi rnya jangka waktu sebagai mana di naksud pada ayat (5)
maka penohon harus nel akukan eval uasi tapak ul ang.

Dal am hal dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat
(5) telah diterima, Kepala BAPETEN nelakukan penilaian
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Dal am hal dokunen pernohonan izin sebagai mana di maksud pada
ayat (3) atau dokumen perbai kan sebagai mana di maksud pada
ayat (7) tidak nenenuhi persyaratan adm nistrasi dan/atau
persyaratan teknis, Kepala BAPETEN nenerbitkan keputusan
penol akan.

Dal am hal dokunmen sebagai mana di maksud pada ayat (3) atau
dokunen perbai kan sebagai mana di maksud pada ayat (7) nenenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Kepala
BAPETEN nener bi t kan | zi n Tapak.



